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ABSTRACT

Figh principles are important in Islamic law and its implementation in the modern Islamic economy. This study
emphasizes that figh principles not only function as instruments of legal deduction, but also as an epistemological
framework that enables the development of adaptive Islamic economic regulations and practices without deviating
from the boundaries of sharia. This study uses a qualitative approach based on classical and contemporary literature
reviews, resulting in a comprehensive analysis of the application of figh principles in Islamic banking products,
microfinance, Islamic fintech, and the halal business sector. The results show that five qawa‘id fighiyyah kubra play
a dominant role in resolving complex modern transaction issues—including issues of risk, uncertainty, digital
contracts, and financial product innovation. These findings indicate that gawa‘id fighiyyah have substantial
relevance and can be used as a flexible normative basis for the development of the global Islamic economy.

Keywords: qawa‘id fighiyyah, Islamic economics, kaidah figih kubra, contemporary transactions, maqasid al-
syari‘ah.

ABSTRAK

Qawa'ld fighiyyah penting dalam hukum Islam manpun implementasinya bagi ekonomi syarial modern. Kajian ini menegaskan
babwa qawa‘id fighiyyah bukan banya berfungsi sebagai instrumen istinbat hukum, namun juga sebagai kerangka epistemik yang
memungkinkan pengembangan regulasi dan praktik ekonomi syariab yang adaptif tanpa keluar dari batasan syariah. Studi ini
menggunakan pendekatan Rualitatif berbasis kajian literatur klasik dan kontemporer sebingga menghasilkan analisis Romprebensif
mengenai penerapan kaidab figh dalam produk perbankan syariab, kenangan mikro, fintech syariab, dan sektor bisnis halal. Hasil
penelitian menunjukkan babwa lima kaidab fighiyyah kubra memainkan peran dominan dalam menyelesaikan permasalahan
transaksi modern_yang kompleks—rtermasuk isu risiko, ketidakpastian, akad digital, dan inovasi produk kenangan. Tenmnan ini
menunjukkan babwa qawad‘d fighiyyah memiliki relevansi substansial dan dapat djjadikan landasan normatif yang fleksibel bagi
perkembangan ekonomi syariab global.

Kata Kunci : qawa'id fighiyyah, ekonomi syariab, kaidab figib kubra, transaksi kontemporer, maqasid al-syari‘ab.

INTRODUCTION

Ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang eksponensial dan transformatif dalam
beberapa dekade terakhir, yang ditandai dengan kemunculan dan konsolidasi berbagai institusi keuangan
seperti perbankan syariah, keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan industri halal yang mendunia
(Reuters & DinarStandard, 2022). Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan permintaan
terhadap produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga menempatkan ekonomi
syariah sebagai bagian integral dari arsitektur keuangan global. Namun, pesatnya inovasi keuangan dan
kompleksitas transaksi modern—seperti produk derivatif, aset digital, dan smart contracts—
menghadirkan tantangan epistemologis dan yuridis yang tidak sepenuhnya terjawab oleh teks-teks fikih
klasik (nushush) yang bersifat partikular (Kamali, 2008). Teks-teks tersebut, meski kaya dan mendalam,
seringkali membahas kasus-kasus spesifik (fura) yang terjadi pada zamannya, sehingga memerlukan
perangkat interpretatif yang lebih luwes untuk dapat diterapkan pada konteks kekinian.

Di sinilah qawa‘id fighiyyah (kaidah-kaidah fikih) memainkan peran sentral dan strategis. Qawa‘id
tighiyyah merupakan proposisi-prposisi hukum yang bersifat umum (kulli), disarikan dari deduksi dan
induksi terhadap ratusan bahkan ribuan kasus partikular dalam fikih (Zuhayli, 2006). Kaidah-kaidah ini
berfungsi sebagai prinsip-prinsip penyelaras (organizing principles) dan kerangka metodologis
(framework) yang menghubungkan universalitas tujuan syariah (maqasid al-shari‘ah) dengan spesifisitas
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masalah kontemporer. Dalam konteks ekonomi syariah modern, qawa‘id fighiyyah tidak sekadar menjadi
filter legal untuk menilai halal-haram, melainkan berperan sebagai landasan filosofis dan instrumen ijtihad
kreatif (ijtthad ibda‘) untuk merancang produk, sistem, dan kebijakan ekonomi yang substantifnya selaras
dengan etika Islam (Auda, 2008). Sebagai contoh, kaidah "al-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah" (hukum asal
dalam muamalah adalah kebolehan) memberikan landasan untuk membuka ruang inovasi keuangan,
sementara kaidah "la darar wa la dirar" (tidak boleh membahayakan diri senditi dan orang lain) menjadi
rambu etis yang membatasi inovasi tersebut agar tidak menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan (al-
Suyuti, t.th.).

Oleh karena itu, studi terhadap qawa‘id fighiyyah dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer
menjadi sebuah keniscayaan akademis dan praktis. Studi ini penting untuk menguji daya lenting
(resilience) dan relevansi warisan intelektual hukum Islam sekaligus membangun pendekatan yang
sistematis dalam merespons tantangan ekonomi modern tanpa kehilangan identitas normatifnya. Tulisan
ini akan menganalisis peran qawa‘id fighiyyah sebagai jantung dari metodologi ekonomi syariah yang
memadukan kesinambungan (continuity) dengan perubahan (change). Tulisan ini bertujuan menganalisis
secara mendalam struktur epistemik gawa‘id fighiyyah serta pemanfaatannya dalam ekonomi syariah
modern. Selain itu, penelitian ini ingin memberikan model implementasi kaidah figih yang sistematis
dalam transaksi keuangan dan bisnis saat ini (Dusuki & Abdullah, 2007).

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang difokuskan pada
penelaahan mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan dengan pendekatan
content analysis untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengkaji relevansi gawa ‘id fighiyyah dalam
konteks ekonomi syariah modern. Sumber primer penelitian berupa kitab-kitab figih dan literatur kaidah
fiqih karya ulama klasik, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, buku-buku modern, dan
penelitian kontemporer di bidang ekonomi syariah dan keuangan Islam. Kajian tersebut diperkuat oleh
pandangan para peneliti modern, seperti Ismail (2010), yang menekankan pentingnya kerangka figih
dalam membaca dinamika transaksi ekonomi masa kini. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu
mengonstruksi pemahaman komprehensif tentang penerapan kaidah fiqih dalam menjawab isu-isu
ekonomi syariah kontemporer.

RESULTS AND DISCUSSION
Karakteristik Psiko-Spiritual Generasi Z

Konsep Dasar Qawa‘id Fighiyyah

Qawa‘id fighiyyah adalah prinsip-prinsip umum yang bersifat universal dan digunakan untuk
mengatur berbagai persoalan fiqih secara konsisten. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan induksi terhadap
kasus-kasus fiqgith sehingga menghasilkan formula hukum universal (Al-Zarqa’, 1969).

Kaidah fiqih memiliki empat karakteristik utama: bersifat kulli (universal), ringkas secara lafadz,
luas secara makna, dan aplikatif terhadap berbagai cabang fiqih. Sifat-sifat ini menjadikan kaidah figih
fleksibel dalam merespons persoalan modern (Al-Qarafi, 1998).

Ushul figh berkaitan dengan metode istinbat hukum, sedangkan qawa‘id fighiyyah berkaitan
dengan pola-pola hukum yang bersifat aplikatif. Ushul figh bersifat teoritis, sementara kaidah figih
bersifat praktis-operasional (Kamali, 2003).

Sumber utama kaidah figih adalah Al-Qur’an, Hadis, ijma°, qiyas, dan praktik sahabat. Selain itu,
perkembangan sosial juga berkontribusi pada lahirnya kaidah-kaidah baru (Al-Suyuti, 1983).

Lima Kaidah Fighiyyah Kubra

Pertama, Al-Umaur bi Magasidiha (Segala Perkara Bergantung pada Tujuannya). Kaidah ini
menegaskan pentingnya niat dalam menentukan status hukum suatu tindakan. Dalam transaksi ekonomi,
kaidah ini menentukan keabsahan akad berdasarkan tujuan dan motif para pihak (Ibn Rajab, 2001).
Kedua, Al-Yaqin La Yazulu bi al-Syakk (Keyakinan Tidak Hilang karena Keraguan). Kaidah ini menjadi
dasar kepastian hukum (legal certainty) dalam transaksi. Ketidakpastian tidak boleh menghilangkan status
hukum yang sudah pasti (Al-Nawawi, 1996).
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Ketiga, Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan). Kaidah ini
merupakan basis dari prinsip fleksibilitas syariah. Dalam ekonomi, kaidah ini memungkinkan keringanan
dalam kondisi krisis atau keadaan darurat pasar (Auda, 2007). Keempat, I.a Darara wa La Dirar (Tidak
Boleh Membahayakan dan Saling Membahayakan). Kaidah ini menciptakan standar etika bisnis yang
mencegah aktivitas ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan monopoli (Chapra,
2000).

Yang terakhir, Al-‘Adah Muhakkamah (Adat/Kebiasaan Dapat Menjadi Pertimbangan Hukum).
Kaidah ini sangat penting dalam transaksi modern karena memungkinkan penerimaan praktik ekonomi
yang berubah-ubah sesuai perkembangan zaman (Ibn al-Qayyim, 1991).

Implementasi Kaidah Fiqih dalam Ekonomi Syariah Modern

Implementasi qawa‘id fighiyyah dalam ekonomi syariah modern merupakan sebuah proses
dinamis yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam yang abadi dengan realitas ekonomi yang
terus berubah. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai kerangka kerja filosofis dan metodologis yang
memandu pengembangan, pengawasan, dan penyelesaian masalah dalam seluruh spektrum aktivitas
keuangan syariah. Penerapannya tidak bersifat kaku, melainkan adaptif, memungkinkan para praktisi dan
ulama untuk merancang solusi yang substantifnya sesuai dengan maqasid al-syari‘ah (tujuan-tujuan
syariah) meskipun bentuk teknisnya mungkin baru .

Perbankan syariah merupakan arena utama di mana kaidah-kaidah figih tidak hanya diuji secara
konseptual, tetapi juga diterjemahkan ke dalam produk dan operasi yang bersifat konkret. Implementasi
ini berlangsung pada dua level penting. Pertama, pada level mikro, yaitu dalam perancangan akad-akad
individual yang harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip keadilan sesuai ketentuan syariah. Kedua, pada
level makro, yaitu dalam pembentukan karakteristik sistem perbankan syariah yang membedakannya
secara fundamental dari perbankan konvensional, baik dalam struktur risiko, orientasi nilai, maupun
tujuan institusionalnya.

Pada level mikro, setiap produk perbankan syariah dirancang berdasarkan kaidah a/-as/ fi al-‘nqiid
al-rida (dasar akad adalah kerelaan), al-as/ fi al-mu‘amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh),
serta prinsip kejelasan (a/-bayan) untuk menghindari unsur gharar. Akad pembiayaan sepetti #zurabahah,
gjarah, mudharabab, dan musyarakah harus memastikan terpenuhinya transparansi harga, objek, serta risiko
yang menjadi tanggungan masing-masing pihak (Antonio, 2001; Usmani, 2002). Kaidah alghurm bi al-
ghunm (risiko sebanding dengan potensi keuntungan) menjadi landasan utama akad berbasis bagi hasil
seperti mudharabah dan musyarakah, memastikan bahwa bank tidak memperoleh keuntungan tanpa
menanggung risiko. Sementara itu, kaidah wa /i yatimmu al-wajib illa bibi fa huwa wajib (segala sesuatu yang
diperlukan untuk menyempurnakan kewajiban maka hukumnya ikut wajib) membenarkan penggunaan
instrumen modern—seperti jaminan, dokumentasi elektronik, hingga audit syariah—untuk menjaga
kepatuhan akad.

Pada level makro, perbankan syariah dibangun atas fondasi maqasid al-syari‘ah, terutama
penjagaan keadilan, kestabilan ekonomi, dan distribusi kesejahteraan. Sistem ini menolak bunga tetap
(riba) dan spekulasi berlebihan (gharar, maisir), sehingga struktur operasionalnya berbeda secara
epistemologis dari perbankan konvensional. Kaidah dar’ al-mafasid mugaddam ‘ald jalb al-masalih (mencegah
kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) menjadi dasar bagi pembatasan produk
spekulatif dan derivatif yang tidak memiliki underlying asset. Selain itu, kaidah zaSarruf al-imam ‘ala al-
ra‘iyyah manitun bi al-maslahah (kebijakan otoritas harus terikat pada kemaslahatan publik) juga beketja
pada tingkat regulasi, di mana Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan OJK mengatur instrumen
perbankan syariah demi stabilitas dan perlindungan nasabah (Chapra, 2000; Obaidullah, 2005).

Perbedaan sistemik ini juga tercermin dalam tujuan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya
mengejar profit, tetapi juga keberlanjutan moral dan sosial. Perbankan syariah berupaya menghindari
konsentrasi kekayaan melalui instrumentasi seperti pembiayaan UMKM berbasis musyarakah,
pembiayaan konsumen betbasis murabahah, serta produk tabungan syariah yang diperkuat dengan prinsip
wadi'ah atau mudharabah (Igbal & Mirakhor, 2011). Pada saat yang sama, teknologi modern seperti digital
banking, core banking system, dan machine learning dalam penilaian risiko tetap dimanfaatkan selama
tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan efisiensi serta inklusi keuangan.
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Kaidah besaral-as! fi al-mu‘amalat al-ibahah (hukum asal dalam muamalah adalah boleh) menjadi
landasan ontologis bagi keberadaan perbankan syariah itu sendiri. Kaidah ini membuka ruang ijtthad
untuk menciptakan berbagai skema pembiayaan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya .
Namun, kebolehan ini dibatasi dan diarahkan oleh kaidah-kaidah lain yang bertujuan menciptakan
keadilan. Kaidah la darar wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi
prinsip utama yang mengharamkan bunga (riba) karena dipandang sebagai bentuk kezaliman dan
eksploitasi yang menimbulkan mudarat sistematis bagi satu pihak (Siddiqi, 1983). Sebagai gantinya, prinsip
bagi hasil (mudarabah, musyarakah) dan jual beli (murabahah) diterapkan, yang secara teori menempatkan
bank dan nasabah dalam hubungan kemitraan yang menanggung risiko bersama.

Penerjemahan kaidah ke dalam produk dilakukan melalui mekanismedesign contract. Akad-akad
klasik seperti murabahah (jual beli dengan pengakuan keuntungan), ijarah (sewa), dan mudarabah (ketja
sama bagi hasil) dimodifikasi dan dikombinasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modern
seperti modal kerja, pembelian rumah, atau kendaraan . Dalam konteks ini, kaidah al-umar bi maqasidiha
(segala hal tergantung pada tujuannya) memainkan peran kritis. Sebagai contoh, transformasi akad 1jarah
dari konsep sewa-menyewa sederhana dalam figih klasik menjadi produk pembiayaan ijarah muntahiyah
bi al-tamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan) dalam perbankan, dilakukan dengan
mempertimbangkan tujuan inti akad, yaitu memberikan manfaat (manfa‘ah) atas suatu aset, meskipun
struktur pembayarannya lebih kompleks .

Lebih lanjut, untuk meningkatkan kepastian dan keamanan transaksi, perbankan syariah sering
menggabungkan beberapa akad. Produk pembiayaan ijarah untuk proyek konstruksi, misalnya, dapat
dikombinasikan dengan akad wakalah (perwakilan) di mana bank menunjuk nasabah sebagai agen untuk
membeli aset. Kombinasi ini menunjukkan penerapan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan
mendatangkan kemudahan) guna memfasilitasi transaksi yang efisien tanpa meninggalkan prinsip syariah
. Kendati demikian, kompleksitas ini juga memunculkan kebutuhan akan standarisasi dan regulasi yang
kuat, di mana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (IDSN-MUI) berperan sebagai
panduan operasional yang lebih mengikat bagi lembaga keuangan syariah, mentransformasikan konsep
figih zanni (interpretatif) menjadi pedoman praktis yang terstandar .

Penerapan dalam Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro syariah mengemban misi sosial-ekonomi yang kuat, yaitu pemberdayaan
masyarakat miskin dan yang terpinggirkan (al-mustad‘afin). Di sektor ini, kaidah fiqih diterapkan dengan
semangat solidaritas dan empati yang lebih menonjol. Kaidah sentral yang mengatur keuangan mikro
syariah adalahal-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) (Obaidullah, 2008).
Kaidah ini melegitimasi fleksibilitas dalam persyaratan pembiayaan. Misalnya, lembaga keuangan mikro
syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat memberikan pembiayaan dengan jaminan yang
minimalis atau non-konvensional (seperti barang bergerak sederhana atau kepercayaan berdasarkan
karakter), berbeda dengan bank umum yang memerlukan jaminan properti yang ketat. Hal ini dilakukan
karena memaksakan persyaratan kolateral yang berat kepada masyarakat miskin justru akan menghalangi
mereka dati akses keuangan yang sah (halal) dan dapat menjerumuskan mereka ke lintah darat (riba).

Instrumen yang dominan adalah mudarabah dan musyarakah, yang sesuai dengan kaidah al-khar3j
bi al-daman (imbalan datang bersama tanggung jawab). Skema bagi hasil ini memastikan bahwa lembaga
pembiayaan, sebagai pemilik modal, turut menanggung risiko usaha. Jika usaha nasabah mengalami
kerugian akibat faktor yang tidak dapat dikendalikan, kerugian finansial ditanggung oleh lembaga,
sementara nasabah kehilangan tenaga yang telah dikeluarkan. Model ini menciptakan keadilan distributif
dan mendidik semangat kewirausahaan yang bertanggung jawab. Selain itu, dana sosial Islam seperti zakat,
sadaqah, dan wakaf sering diintegrasikan ke dalam model keuangan mikro, bukan sebagai hibah semata,
tetapi sebagai modal bergulir (qard al-hasan) atau dana penyertaan sosial dalam skema pembiayaan.
Penerapan ini didasarkan pada kaidah jalb al-masalih wa daf* al-mafasid (mengambil manfaat dan
menolak mudarat) dengan tujuan utama memutus siklus kemiskinan.
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Penerapan dalam Fintech Syariah

Revolusi digital dalam sektor keuangan membawa peluang besar sekaligus tantangan baru bagi
perkembangan ekonomi syariah. Kehadiran fintech syariah bertujuan memastikan bahwa inovasi
teknologi tetap berjalan dalam koridor hukum Islam, terutama dalam memastikan keabsahan akad dan
menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, qawa‘id fighiyyah
berfungsi sebagai kompas normatif yang membantu menilai apakah mekanisme transaksi digital sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu isu mendasar dalam fintech adalah keabsahan akad yang dilakukan tanpa pertemuan
fisik. Kaidah a/-‘ddah muhakkamah (adat atau kebiasaan sosial yang sah dapat dijadikan dasar hukum)
menjadi pijakan utama dalam membolehkan transaksi digital (Hassan & Aliyu, 2018). Seiring
berkembangnya wf global yang menerima email, tanda tangan elektronik, one-time password (OTP), dan
klik “setuju” sebagai bentuk kesepakatan yang valid, mekanisme ini dapat dianggap sebagai bentuk ijab
dan qabul yang sah selama memenuhi syarat: ada penawaran (jjab), penerimaan (qabul), kejelasan objek
transaksi, serta pengetahuan (‘ilm) yang memadai dari para pihak. Dengan demikian, bentuk-bentuk
kesepakatan elektronik bukanlah bid’ah hukum, melainkan aktualisasi kaidah figh klasik dalam konteks
digital.

Perkembangan teknologi blockchain melalui penerapan smwart contract semakin memperluas
cakupan kaidah ini. Smart contract, yaitu kode program yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan
akad ketika kondisi tertentu terpenuhi, dapat dipandang sebagai wasilah—alat bantu pelaksanaan akad—
bukan sebagai akad baru yang berdiri sendiri. Selama smart contract memenuhi rukun dan syarat akad
yang sah (para pihak, objek, harga, dan kesepakatan) serta bebas dari unsur terlarang seperti gharar dan
riba, maka ia dapat diterima dalam kerangka fiqih muamalah. Karakteristik blockchain yang transparan
dan tidak dapat diubah (izmutable) juga selaras dengan kaidah dar’ al-mafasid (mencegah kerusakan), karena
meminimalkan risiko sengketa, manipulasi data, dan penipuan.

Transformasi digital juga melahirkan aset baru seperti mata uang kripto (cryptocurrency). Dalam
menilai statusnya, qawa‘id fighiyyah digunakan sebagai alat analisis hukum yang komprehensif. Kaidah
al-a$l fi al-mu‘amalat al-ibahah menegaskan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh kecuali ada
dalil yang melarang. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai 7/
mutagawwin (harta yang diakui nilai manfaatnya)? Di sini kaidah a/-‘adah muhakkamah kembali relevan. Jika
suatu komunitas luas mengakui nilai aset digital tertentu dan memperlakukannya sebagai media nilai atau
komoditas bernilai, maka aset tersebut dapat dinilai sebagai »a/ i ‘tibari (harta konvensional) dalam figih
modern (Az-Zuhayli).

Namun, aspek yang lebih kritis adalah mekanisme perdagangannya. Kaidah "&ullu qardin jarra
nafan fa huwa riba" (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba) menjadi dasar dalam
mengharamkan praktik lending berbunga tetap dalam platform decentralized finance (DeFi), yang pada
hakikatnya menyerupai skema pinjaman berbasis bunga. Demikian pula, perdagangan kripto dengan
volatilitas ekstrem tanpa undetlying asset yang jelas bertentangan dengan prinsip /4 darar wa la dirar dan
melanggar larangan maisir (judi), karena sifat spekulatifnya dapat menimbulkan kerugian yang tidak
terukur dan tidak proporsional.

Fatwa DSN-MUI No. 123/2018 yang memposisikan kripto sebagai haram jika digunakan sebagai
mata uang, namun boleh sebagai komoditas atau aset investasi yang memiliki underlying yang jelas dan
tidak mengandung gharar berlebihan, merupakan implementasi konkret dari pemanfaatan berbagai
kaidah fighiyyah tersebut. Penetapan fatwa ini juga mempertimbangkan maqasid al-syari‘ah, khususnya
tujuan hifz al-mal (menjaga dan melindungi harta), agar masyarakat tidak terjebak pada praktik ekonomi
digital yang tidak aman dan penuh risiko spekulatif.

Penerapan dalam Bisnis Halal

Industri halal mencakup spektrum luas mulai dari makanan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata.
Kaidah figih dalam bisnis halal berfungsi sebagai sistem jaminan kualitas (quality assurance) dan integritas
rantai pasokan (supply chain integrity). Kaidah utama yang mendasari seluruh industri halal adalah prinsip
dari Al-Qut'an yang memerintahkan mengonsumsi yang"halal dan baik" (halalan tayyiban). Kaidah al-
umur bi maqasidiha (segala hal tergantung pada tujuannya) diterapkan secara operasional di sini (Riaz &
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Chaudry, 2004). Tujuan (maqsad) dari sertifikasi halal bukan sekadar formalitas label, tetapi memastikan
bahwa dari hulu ke hilir, produk terbebas dari kontaminasi zat haram dan proses produksinya etis. Ini
berkaitan dengan kaidah sadd al-zariah (menutup jalan menuju kemudaratan). Misalnya, meskipun
pencampuran sedikit unsur najis mungkin tidak langsung merusak produk secara fisika, praktik tersebut
dilarang karena membuka jalan bagi penyimpangan yang lebih besar dan mengaburkan standar kehalalan.

Dalam konteks rantai pasok global yang kompleks, teknologi seperti blockchain mulai
dimanfaatkan untuk menciptakan transparansi. Penerapan teknologi ini didorong oleh kaidah jalb al-
masalih (meraih kemaslahatan) berupa kepercayaan konsumen dan dat‘u al-mafasid (menolak kerusakan)
berupa pemalsuan sertifikat . Setiap tahap produksi, dari penyembelihan sesuai syariah, pemrosesan,
hingga distribusi, dicatat dalam ledger yang tidak dapat diubah, memungkinkan konsumen untuk melacak
keaslian produk.

Tantangan terbesar bisnis halal adalah keragaman standar sertifikasi di berbagai negara.Di sinilah
kaidah al-adah muhakkamah dan al-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah dapat berperan dalam harmonisasi.
Praktik dan standar yang telah diterima secara luas di negara-negara mayoritas Muslim atau yang diakui
oleh otoritas terpercaya seperti GCC Standardization Organization (GSO) atau World Halal Food
Council (WHFC), dapat dijadikan rujukan untuk membangun saling pengakuan (mutual recognition).
Proses ini juga melibatkan ijtthad kolektif lembaga fatwa dunia untuk menyelesaikan perbedaan pendapat
(ikhtilaf) dengan berpegang pada kaidah al-yaqin la yazualu bi al-syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan
oleh keraguan). Artinya, jika suatu produk telah dipastikan kehalalannya melalui investigasi dan standar
yang ketat (yaqin), statusnya tidak boleh diganggu gugat hanya karena perbedaan mazhab atau keraguan
yang tidak berdasar.

Qawa‘id Fighiyyah dalam Penyelesaian Isu Kontemporer

Dinamika ekonomi modern melahirkan persoalan-persoalan kompleks yang tidak ditemukan
presedennya secara literal dalam teks klasik. Dalam menghadapi realitas ini, qawa‘id fighiyyah berfungsi
sebagai alat ijtihad yang luwes untuk melakukan ilhaq (penyepadanan) dan ta‘lil (penalaran) terhadap
masalah baru. Bab ini akan menganalisis bagaimana kaidah-kaidah tersebut diaplikasikan untuk menjawab
tiga isu kontemporer utama.

Konsep gharar (ketidakpastian, penipuan, atau risiko yang berlebihan) menjadi tantangan utama
dalam investasi digital seperti pasar derivatif, perdagangan algoritmik, dan aset kripto. Kaidah figih
diperlukan untuk menentukan batasan gharar yang dapat ditoleransi (gharar yasir) dan yang menyebabkan
transaksi menjadi batal (gharar fahish).

Kaidah sentral yang digunakan adalahal-yaqin la yuzalu bi al-syak (keyakinan tidak dapat
dihilangkan oleh keraguan) (Wilson, 2008). Kaidah ini menekankan pentingnya informasi yang memadai
dan dapat diakses (transparency) sebagai prasyarat transaksi yang adil. Dalam konteks investasi digital,
ketidakpastian mengenai keberadaan, spesifikasi, kepemilikan, atau mekanisme penyerahan (delivery) aset
yang diperdagangkan dapat membatalkan transaksi. Misalnya, dalam perdagangan non-fungible tokens
(NFT) untuk karya seni digital, kaidah ini menuntut kejelasan: apakah yang dibeli adalah kepemilikan asli
(original) atas karya tersebut, atau sekadar token yang menyertai sebuah salinan digital? Ketidakjelasan ini
dapat menimbulkan gharar yang substansial.

Sementara itu, kaidah al-gharar al-yasir yuhtamal (gharar ringan dapat ditoleransi) dan al-
masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan ruang bagi inovasi.
Volatilitas harga pasar saham syariah atau komoditas, misalnya, mengandung unsur ketidakpastian, tetapi
dianggap sebagai gharar yasir yang tak terhindarkan dalam perdagangan (mu‘“awadah) dan merupakan
risiko bisnis yang wajar. Namun, teknologi seperti smart contract pada blockchain justru dapat menjadi
solusi untuk meminimalkan gharar dengan mencatat dan mengeksekusi syarat-syarat akad secara otomatis
dan transparan .

Kontrak derivatif seperti opsi(options) dan futures sering dikritik mengandung gharar dan maisir
karena objek transaksinya mungkin belum ada atau pergerakan harganya lebih mirip taruhan. Pendekatan
dengan kaidah figih memetlukan analisis yang cermat. Prinsip al-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah membuka
kemungkinan untuk merancang derivatif syariah, sebagaimana telah dilakukan dengan Islamic forwards
(salam) dan Islamic options (arban). Namun, syaratnya harus memenuhi kaidah 1a darar wa 12 dirar dan
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al-kharaj bi al-daman. Artinya, kontrak harus didasatkan pada undetlying asset yang tiil, menghindari
spekulasi murni, dan memberikan kepastian penyerahan.

Terkait aset kripto seperti Bitcoin,perdebatan berpusat pada apakah ia termasuk mal (harta) yang
bisa menjadi objek akad. Kaidah al-adah muhakkamah menjadi argumen bagi yang membolehkan, jika
masyarakat penggunanya telah mengakui nilai tukarnya. Namun, kaidah dar‘u al-mafasid (mencegah
kerusakan) dan larangan maisir menjadi dasar untuk mengharamkan aktivitas perdagangan (trading)
spekulatif jangka pendek yang sangat fluktuatif, karena berpotensi besar menimbulkan kerugian dan
ketidakstabilan sistemik, sebagaimana diingatkan dalam beberapa fatwa

Manajemen risiko adalah jantung dari stabilitas perbankan. Perbankan syariah, di samping
menghadapi risiko konvensional (kredit, likuiditas, operasional), juga menghadapi risiko spesifik syariah,
seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko displasemen komersial. Kaidah fiqih memberikan arahan etis
dalam merespons risiko. Kaidah utama yang berlaku adalahal-darar yuzal (kemudaratan harus
dihilangkan). Kaidah ini tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif (dar‘u al-mafasid awla min jalb al-
masalih/mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat) (ISRA, 2015). Dalam praktik
perbankan, ini diterjemahkan ke dalam kewajiban untuk memiliki sistem identifikasi, pengukuran,
pengawasan, dan mitigasi risiko yang memadai. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, bank harus
melakukan due diligence yang ketat terhadap nasabah dan barang yang dibeli untuk memitigasi risiko
kredit dan risiko penurunan kualitas aset.

Lebih spesifik, kaidah ini mendorong pengembangan instrumen hedging (lindung nilai) syariah.
Larangan riba dan gharar menghalangi penggunaan kontrak derivatif konvensional seperti interest rate
swap. Sebagai gantinya, dikembangkan instrumen seperti Islamic cross-currency swap berbasis wa‘d (janji
unilateral) dan ta‘wid (kompensasi) atau produk asuransi syariah (takaful). Pengembangan ini merupakan
wujud dari kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir, di mana kesulitan menghadapi fluktuasi nilai tukar atau
risiko bencana diakomodasi dengan solusi yang tetap syar‘i.

Ciri khas perbankan syariah adalah risk-sharing dalam akad bagi hasil(mudarabah/musyarakah).
Namun, kaidah la darar wa la dirar juga melindungi deposan dari risiko yang tidak semestinya. Oleh
karena itu, diterapkan struktur pembiayaan hybrid. Sebuah pembiayaan proyek mungkin menggunakan
akad musyarakah untuk fase konstruksi (risk-sharing tinggi), kemudian setelah proyek beroperasi,
dikonversi menjadi akad ijarah dengan arus kas yang lebih pasti. Strategi ini mencerminkan penerapan
fleksibel dari beberapa kaidah: jalb al-masalih (mendapatkan manfaat pembiayaan), dar‘u al-mafasid
(mengurangi ketidakpastian bagi deposan), dan al-umur bi maqgasidiha (tujuannya adalah pembiayaan
yang bertanggung jawab).

Transaksi Tanpa Kehadiran Fisik

Pandemi COVID-19 mempetcepat adopsi transaksi digital dan remote. Keabsahan (sihhah) akad
yang dilakukan sepenuhnya secara virtual menjadi pembahasan fiqih yang mendesak. Kaidah inti yang
menjadi pijakan adalahal-adah muhakkamah (adat kebiasaan yang sah dapat menjadi hukum) (Kamali,
2011). Ketika media elektronik (email, aplikasi, video call) telah menjadi kebiasaan umum (‘urf sahih)
dalam komunikasi bisnis global, maka ia dapat diakui sebagai sarana yang sah untuk menyampaikan ijab
dan qgabul. Para fuqaha kontemporer umumnya sepakat bahwa esensi akad adalah pertemuan kehendak
(taradin), bukan pertemuan fisik. Oleh karena itu, tanda tangan digital, kode OTP, atau klik "konfirmasi"
yang secara hukum diakui (legal recognition) dapat menggantikan tanda tangan basah dan kesepakatan
lisan.

Lebih jauh, konsep majlis al-‘aqd (tempat terjadinya akad) ditafsirkan ulang. Dengan kaidah al-
masyaqqah tajlib al-taysir, majlis akad dapat berupa ruang virtual di mana kedua pihak berinteraksi secara
real-time (seperti live chat dengan customer service) atau bahkan asinkron (seperti pembelian melalui
website), asalkan mekanisme penawaran dan penerimaannya jelas dan tidak menimbulkan gharar.

Smart contractdalam blockchain merepresentasikan evolusi lebih lanjut. Dari perspektif kaidah
fiqih, pertanyaannya adalah apakah ecksekusi otomatis oleh kode komputer memenuhi unsur
kerelaan/kesepakatan (rida) dan pilihan bebas (ikhtiyar). Argumen yang mendukung kehalalannya
berpegang pada kaidah al-umur bi maqasidiha. Tujuan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban secara
adil. Jika semua syarat dan konsekuensi akad telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan secara jelas
ke dalam kode sebelum eksekusi, maka kerelaan telah diungkapkan di muka. Eksekusi otomatis hanya
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menjalankan apa yang telah disepakati, menghilangkan risiko wanprestasi dan mengurangi sengketa, yang
sejalan dengan kaidah jalb al-masalih (efisiensi) dan dar‘u al-mafasid (mencegah perselisihan) . Dengan
demikian, smart contract dapat dipandang sebagai wasilah yang sangat kuat untuk mewujudkan kepastian
dan keadilan dalam akad, asalkan substansi akad yang diprogram tersebut sudah sesuai syariah.
Keunggulan dan Relevansi Qawa‘id Fighiyyah

Kekuatan utama qawa‘id fighiyyah terletak pada kemampuannya memberikan fleksibilitas tanpa
mengorbankan prinsip. Ini merupakan faktor kunci yang memungkinkan ekonomi syariah tetap relevan.
Kaidah-kaidah sepertial-asl fi al-mu‘amalat al-ibahah dan al-‘adah muhakkamah berfungsi sebagai pintu
gerbang ijtthad, membuka ruang bagi inovasi keuangan selama tidak melanggar batasan yang jelas (seperti
riba dan gharar). Sifatnya yang umum (kulli) memungkinkannya diterapkan pada situasi yang tidak
terbayangkan oleh para fuqaha klasik, mulai dari perdagangan derivatif hingga algoritma machine learning
untuk penilaian kredit. Fleksibilitas ini adalah bukti dari kelengkapan dan keabadian syariat Islam,
sebagaimana dijelaskan Auda (2007) dalam pendekatan maqasid-nya, yang melihat kaidah sebagai
jembatan antara teks yang tetap dan realitas yang berubah.

Dalam tradisi figih,perbedaan pendapat (ikhtilaf) adalah keniscayaan. Qawa‘id fighiyyah berperan
sebagai kerangka pemersatu yang memberikan logika di balik perbedaan tersebut. Ketika dua ulama
berbeda dalam menilai suatu produk fintech, perbedaannya sering kali dapat dilacak pada penekanan
mereka terhadap kaidah yang berbeda (misalnya, menekankan jalb al-masalih vs. dat‘u al-mafasid) atau
interpretasi terhadap ‘urf. Dengan memahami kaidah-kaidah dasarnya, dialog antar-mazhab dan
harmonisasi standar global dapat dilakukan pada level prinsip, bukan sekadar perbandingan pendapat

yang parsial.
Di balik keunggulannya, penerapan gawa‘id fighiyyah dalam ekonomi modern menghadapi
sejumlah tantangan serius yang perlu diakui dan diatasi. Sifatnya yang umum dan ringkas

terkadang dapat menimbulkan multitafsir dan ambiguitas jika dilepaskan dari disiplin ilmuusul al-figh
(dasar-dasar hukum Islam) dan konteks spesifik (furu). Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir, misalnya,
bisa disalahgunakan untuk membenarkan pelonggaran prinsip syariah hanya dengan alasan "kesulitan"
komersial semata, tanpa skala kesulitan yang objektif. D1 sinilah peran otoritas fatwa (seperti DSN-MUI)
menjadi sangat krusial untuk memberikan penafsiran yang otoritatif dan konsisten, mencegah fragmentasi
dan "fatwa shopping" yang dapat merusak kredibilitas industri . Tanpa panduan yang jelas, kaidah bisa
menjadi pisau bermata dua.

Kritik dari sarjana seperti EI-Gamal(2006) menyoroti kecenderungan "figh engineering” atau
"shari‘a arbitrage", di mana kaidah dan akad dimanipulasi secara legalistik untuk mencapai hasil ekonomi
yang identik dengan produk konvensional, tetapi dengan struktur dokumen yang "syariah-compliant”.
Misalnya, skema ‘Tnah (jual beli dengan janji beli kembali) yang dilarang karena menyamai riba, terkadang
muncul dalam bentuk yang tersamar. Pendekatan ini mengabaikan semangat (hikmah) dan maqasid di
balik kaidah, seperti keadilan dan penghapusan eksploitasi, yang justru merupakan esensi dari ekonomi
syariah. Tantangannya adalah memastikan bahwa penerapan kaidah tidak terjebak pada formalisme, tetapi
sungguh-sungguh mewujudkan nilai-nilai etika Islam dalam ekonomi.

Tantangan dan Arah Masa Depan

Lanskap ekonomi global terus berubah dengan cepat didorong oleh teknologi. Masa depan
ckonomi syariah bergantung pada kemampuannya merespons gelombang perubahan ini secara proaktif
dan visioner. Tantangan terbesar adalah mengintegrasikan kaidah figih dengan perkembangan seperti
Kecerdasan Buatan(Artificial Intelligence), big data, dan metaverse. Misalnya, bagaimana kaidah al-darar
yuzal diterapkan pada risiko bias algoritma (algorithmic bias) dalam penyaluran kredit AI? Bagaimana
kaidah tentang kepemilikan (milkiyyah) didefinisikan untuk aset digital di metaverse? Di sinilah kaidah al-
umur bi maqasidiha dan jalb al-masalih wa dat‘u al-mafasid harus digali lebih dalam untuk membuat
pedoman etis Al syariah. Sementara itu, blockchain, sebagaimana dikaji dalam , menawarkan peluang
besar untuk mewujudkan transparansi dan amanah yang merupakan nilai inti syariah. Tantangannya
adalah memastikan ekosistem blockchain syariah tidak hanya meniru (copy-paste) model kripto yang
spekulatif, tetapi benar-benar membangun infrastruktur untuk zakat, wakaf, dan smart contract syariah
yang bermanfaat luas.
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Menghadapi kompleksitas ini,jjtihad individual tidak lagi memadai. Diperlukan ijtihad jama‘t
(ijtithad kolektif) yang sistematis dan melibatkan multidisiplin (Hassan, 2019). Para fuqaha harus
berkolaborasi secara intensif dengan ahli ekonomi, teknolog, data scientist, dan regulator. Lembaga
seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI) perlu lebih agresif dalam menerbitkan standar yang tidak hanya teknis,
tetapi juga filosofis, berdasarkan kajian mendalam terhadap qawa‘id fighiyyah dan maqgasid al-syari‘ah.
Pendidikan para praktisi ekonomi syariah juga harus ditingkatkan untuk menguasai tidak hanya ilmu
syariah dan keuangan, tetapi juga literasi teknologi digital yang memadai.

Tantangan sekaligus peluang terbesar adalah mengubah pola pikir dari sekadar menjadi konsumen
atau pengadaptasi produk dan teknologi baratmenjadi menjadi produsen dan inovator sistem ekonomi
syariah yang asli . Pertanyaannya harus bergeser dari "Apakah produk fintech ini halal?" menjadi
"Bagaimana kita merancang teknologi yang sejak awalnya dibangun untuk mewujudkan keadilan,
pemerataan, dan transparansi ekonomi sebagaimana diperintahkan syariah?" Ini berarti menggunakan
kaidah-kaidah seperti la darar wa la dirar dan al-‘adl (keadilan) sebagai prinsip desain (design principle)
dalam membangun platform ekonomi digital masa depan. Dengan demikian, qawa‘id fighiyyah tidak lagi
hanya sebagali filter, tetapi menjadi fondasi peradaban ekonomi digital Islam yang unggul dan beretika.

CONCLUSION

Qawa‘id fighiyyah merupakan pilar metodologis yang sangat penting dalam pengembangan
hukum ekonomi syariah modern. Kaidah-kaidah fiqih tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif
yang menjaga kemurnian prinsip syariah, tetapi juga memberikan kerangka analitis yang fleksibel untuk
menavigasi berbagai persoalan ekonomi kontemporer yang semakin kompleks, variatif, dan cepat
berubah. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, globalisasi keuangan, serta munculnya
instrumen-instrumen keuangan baru, qawa‘id fighiyyah berperan sebagai kompas yang memastikan setiap
inovasi tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Melalui karakteristiknya yang universal, menyeluruh,
dan adaptif, qawa‘id fighiyyah terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan
realitas praktik ekonomi modern. Penerapannya memberikan dasar argumentatif yang kuat dalam proses
ijtihad serta menjadi rujukan utama dalam merumuskan fatwa dan regulasi di bidang ekonomi syariah. Ke
depan, integrasi yang lebih mendalam antara kaidah figih dengan perkembangan teknologi—seperti
digital finance, artificial intelligence, blockchain, dan ekosistem ekonomi digital lainnya—akan menjadi
kunci dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekonomi syariah global. Dengan demikian,
qawa‘id fighiyyah tidak hanya mempertahankan relevansinya, tetapi juga semakin menunjukkan perannya
sebagai fondast strategis dalam membangun sistem ekonomi syariah yang progresif, inovatif, dan tetap
berpegang pada prinsip nilai-nilai Islam.
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